SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

Menimbang - a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih,
yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  melakukan  rekapitulasi  dan
menetapkan daftar pemilih sementara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton telah melakukan rekapitulasi dan penetapan
daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno
terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton nomor 33/PL.01.2-BA/7404/2025 tanggal 8
Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelajutan (DPB)
Triwulan IV Tingkat Kabupaten Buton Tahun 2025;
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Mengingat

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat
keputusan penetapan daftar pemilih sementara di
tingkat kabupaten /kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton tentang Penetapan Rekapitulasi
Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemillhan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelengggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemililhan Umum dan Sistem
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Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem
Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2025 Tentang Pemutahiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
(DPB) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam
formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai aslinya, Ditetapkan di Pasarwajo
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM pada tanggal 8 Desember 2025

KABUPATEN BUTON

Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan, Pemilu KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dan Hukum KABUPATEN BUTON,
: ttd
RAHMATIA

Muhamad Guntur
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELNJUTAN (DFB)
KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPBE) KABUPATEN
BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

No. | Nama Kecamatan ;;?;:L 5 JumlnhPanilihL+P
1 | KAPONTORI 17 5120 | 5407 | 10527
2 | LASALIMU 15 4458 | 4532 | 8990
3 | S 16 5398 | 5398 | 10.796
4 | PASARWAJO 22 14.944 | 15953 | 30.897
5 | SIOTAPINA 11 5387 | 5532 | 10.919
6 | WOLOWA 7 2200 | 2302 | 4511
7 | WABULA 7 2235 | 2370 | 4.605
TOTAL 95 30751 | 41.494 | 81.245 |

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan, Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
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ttd
RAHMATIA




